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Abstrak: Sejarah panjang sebuah peradaban dapat ditelusuri dalam pelbagai dokumen, termasuk manuskrip.
Salah satu manuskrip yang menarik adalah surat-surat Raja Tanette, Sulawesi Selatan. Tulisan ini
memaparkan bentuk surat-surat Raja Tanette, gambaran perbudakan, dan mengungkap tokoh yang terlibat
dalam perbudakan. Penelitian ini menggunakan dua metode, yakni kodikologi dan filologi. Metode kodikologi
digunakan untuk mengidentifikasi bentuk dan format manuskrip, sedangkan metode filologi digunakan
untuk membuat edisi teks agar teks dapat dibaca dan dipahami. Dalam analisis disingkap bahwa surat
Raja Tanette dapat digunakan untuk menelusuri sejarah kelam masa silam, khususnya perbudakan pada
abad ke-18 yang secara legal dilakukan oleh raja dan pemerintah kolonial Belanda. Peristiwa sejarah itu
dimuat dalam surat yang indah dan dihiasi dengan motif bunga ros yang melambangkan rasa cinta. Terdapat
pula nama-nama tokoh yang terlibat. Penelusuran dokumen sejarah ini mengungkapkan sedikit fakta
bahwa budak-budak yang dipaksa bekerja pada masa lalu banyak didatangkan dari Indonesia wilayah
timur.
Kata kunci: manuskrip, perbudakan, sejarah, pemerintah kolonial
Abstract: A long history of civilization can be traced in various documents, including manuscripts.
One of the interesting manuscripts is King of Tanette’s letters, the King from South Sulawesi. The
study examines forms of the letters, analyzes slavery description, and uncovers characters in-
volved in the slavery. The research applies twofold: codicology and philology method. The
codicology is used to identify manuscript form and format. While, the philology is applied to make
the text  readable and understandable. The analysis  reveals that the King of  Tanette’ letters can be
used to trace dark history in the past, particularly the  slavery in the 18th century, which was
legally handed over by the King to  the Dutch colonial government. The  history was written on
beautiful letters which were decorated by  rose motif,  a symbol of love. They also mentioned names
of leaders involved in the slavery. Tracing the history of the document exposes a few facts that the
slaves who were forced to work in the past came  from the Eastern Indonesia.
Key words: manuscript, slavery, history, colonial government
1. Pendahuluan
Tanette adalah salah satu daerah di
Sulawesi Selatan yang mempunyai peran
penting. Saat ini bekas wilayah Kerajaan
Tanette termasuk sebagai salah satu wilayah
administratif Kabupaten Barru. Kerajaan ini
dipersatukan oleh empat wilayah, yakni
Tanette ri Tennga, Tanette ri Lauq, Tanette ri
Aja, dan Gattarang. Jejak peninggalan
kerajaan ini di antaranya berupa manuskrip
berbentuk empat surat beriluminasi dari
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penguasa Tanette yang berasal dari tahun
1799, 1800, 1802, dan 1841. Satu surat
berasal dari Gubernur Jenderal Batavia
kepada Raja Tanette (AN.70) yang
tersimpan di Arsip Nasional, Jakarta, dan
tiga surat dari Sultan Tanette, Sultan
Abdulkadir Muhyiddin kepada  Gubernur
Jenderal Belanda di Batavia, yakni Cod.
Or.2240-II (6), Cod. Or.2240-II (7),  dan Cod.
Or.2240-II (8) yang saat ini disimpan di
Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda.
Tiga surat beriluminasi ini sangat berarti
sebagai manuskrip sejarah untuk
menyingkap sejarah kelam masa lalu
Tanette. Dalam tulisan ini masalah yang
menarik untuk diteliti dalam mengungkap
sejarah masa kelam adalah bagaimana
bentuk dan format surat beriluminasi
sebagai dokumen yang mengandung fakta
sejarah, gambaran perbudakan seperti apa
yang dimuat atau dicatat, dan siapa saja
tokoh-tokoh yang terlibat?
Tujuan penelitian ini adalah
menggambarkan bentuk dan format surat
sebagai manuskrip kuno yang berupa surat
beriluminasi. Penelitian ini akan menggali
informasi tentang sejarah masa kelam
berupa perbudakan dari wilayah Indonesia
bagian timur dan mengidentifikasi tokoh
yang terlibat di dalamnya.
Untuk mencapai tujuan itu, penelitian
ini menggunakan dua metode, yakni
kodikologi dan filologi. Pendekatan
kodikologi digunakan untuk
mengidentifikasi bentuk dan format surat
sebagai benda peninggalan masa lalu yang
berupa manuskrip kuno, sedangkan
pendekatan filologis digunakan untuk
membuat edisi teks agar teks dapat dibaca
dan dipahami. Edisi teks ini digunakan
sebagai dasar untuk memahami isi teks yang
berupa pemaknaan sejarah dengan
menggali unsur atau peristiwa sejarah yang
ada di dalamnya. Sejarah itu berkaitan
dengan sejarah kelam masa lalu di Tanette,
yakni perbudakan.
 2. Kerangka Teori
Dalam pendekatan kodikologis,
berbagai aspek naskah dideskripsikan.
Deskripsi ini penting untuk mengidentifikasi
surat Melayu berilmuniasi sebagai
manuskrip kuno yang berisi dokumen
sejarah. Menurut Mulyadi (1994:2)
kodikologi adalah ilmu yang mempelajari
seluk beluk aspek naskah. Aspek itu meliputi
bahan, umur, tempat penu-lisan, dan
perkiraan penulis naskah sejarah naskah,
sejarah koleksi naskah, tempat penulisan
naskah, penyusunan katalog, perdagangan
naskah, dan penggunaan naskah. Dalam
kaitan ini, tidak seluruh aspek fisik naskah
dikaji. Pokok-pokok yang dikaji sebatas
berkaitan dengan deskripsi surat sebagai
benda kuno. Aspek yang akan dirinci
berkaitan dengan format naskah fisik
meliputi nomor surat, nama tempat
penyimpanan (perpus-takaan), ukuran,
jumlah halaman, jumlah baris, kondisi
naskah, cap kertas, dan penulisan bagian-
bagian surat, seperti kepala surat,
penanggalan, dan alamat surat.
Di samping itu, pendekatan filologis
digunakan untuk edisi teks yang berupaya
penyajian isi teks. Dalam edisi itu naskah
yang berupa tulisan ditransliterasi atau
dialihaksarakan. Pengalihaksaraan itu
dilakukan dari aksara Jawi ke aksara Latin.
Untuk edisi teks ini  digunakan  metode edisi
kritis. Edisi itu dilakukan bertalian juga
dengan tujuan penelitian, yakni agar teks
dapat dinikmati oleh khalayak pembaca
yang lebih luas. Dengan begitu pembaca
memperoleh kemudahan dalam mengerti isi
teks sebab pembaca sudah dibantu dalam
mengatasi berbagai kesulitan. Menurut
Robson (1988) dalam edisi kritis tugas
penyunting melibatkan semua aspek
kegiatan mengolah teks untuk pembaca:
membuat transliterasi, membagi kata-kata,
meng-gunakan huruf besar dan pungtuasi.
Dalam kaitan ini, pembaca dibantu
sepenuhnya dalam mengatasi berbagai
kesulitan yang melekat pada teks. Akan
tetapi, dalam tugas itu, penyunting harus
mempertanggungjawabkan segala
perubahan yang dibuatnya, tanpa
mengabaikan satu titik atau koma pun. Di
samping itu, digunakan juga edisi faksimile
dengan memperlihatkan foto surat seperti
aslinya.
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Edisi faksimile menurut Robson (1988)
adalah edisi fotografis, teks ditampilkan
seperti aslinya, tidak ada satu hal pun yang
diubah, seperti ejaan atau pembagian kata.
Edisi ini dipakai untuk memperlihatkan
keaslian surat. Setelah edisi teks, teks yang
disunting diberi makna dengan menggali
unsur sejarah yang ada di dalamnya. Untuk
itu, digunakan beberapa dokumen sejarah
sebagai pembanding.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Latar Belakang Sejarah
Dalam perjalanan sejarah bangsa Indo-
nesia, kedatangan awal bangsa Eropa pada
tahun 1602 merupakan awal masa kelam.
Masa itu ditandai dengan datangnya para
pedagang Belanda yang kemudian
mendirikan Veerenidge Oost Indische
Compagnie (VOC). Mereka memegang
kekuasaan perdagangan di Nusantara
sampai pertengahan abad ke-18. Pada saat
itu rempah-rempah menjadi perdagangan
utama di samping budak yang banyak
diperdagangkan dari wilayah timur
(Padiatra, 2010). Ternyata masalah budak
ini juga disinggung dalam tiga surat
peninggalan Sultan Abdulkadir Muhyiddin
dan menarik untuk dibahas dalam
penelitian ini. Pembahasan melingkupi
deskripsi format surat Raja Tanette,
identifikasi tokoh-tokoh yang disebut dalam
surat, dan isi surat yang berkaitan dengan
peristiwa sejarah, seperti perbudakan.
Untuk memahami surat Raja Tanette
beberapa peristiwa penting yang berkaitan
dengan daerah Tanette perlu diuraikan.
Tanette pada mulanya bernama
Pujananting lalu berganti menjadi
Agangnionjo dan akhirnya menjadi Tanette.
Luas kerajaan Tanette sekitar 465 km2
dengan batasan wilayah (a) sebelah utara
berbatasan dengan Barru, (b) sebelah timur
berbatasan dengan Bone dan Soppeng, (c)
sebelah barat berbatasan dengan Selat
Makassar, dan (d) sebelah selatan berbatasan
dengan Pangkajene Kepulauan. Kerajaan
mulai berdiri sekitar tahun 1547 dengan
rajanya yang pertama Datu Golla’E. Raja
lain yang pernah memerintah di kerajaan
ini di antaranya La Maddusila dan anaknya
Lapatao (Gising, 2002 dan Longi, 2001).
Dalam Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-
Belanda Tahun 1839—1845  (Kartodirjo,
1972:103—117 ) dijelaskan bahwa setelah
perjanjian Bongaya, tahun 1667, Pemerintah
Belanda pada prinsipnya tidak campur
tangan dalam urusan politik dalam negeri
kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Mereka tidak
menjalankan ekspedisi militer kalau tidak
perlu. Pada tahun 1827 Pemerintah Belanda
mengakui Lapatao sebagai Raja Tanette
setelah raja itu berhasil menjatuhkan
saudaranya Raja Putri Tanette. Namun, ia
kehilangan daerah Lipokesi, Pancana, dan
Lalolang yang diserahkan Belanda kepada
bangsawan setempat. Pada tahun 1839
Daeng Palagu, anak Raja Lapatao,
memberontak terhadap Belanda. Dalam
pemberontakan itu, ia dibantu dua
bangsawan dari Mario, daerah kekuasaan
Kerajaan Bone. Pemerintah Belanda
mendamaikan pemberontakan itu dengan
langsung berhubungan dengan Kerajaan
Bone dan Raja Goa. Awalnya permintaan
berdamai itu ditolak, tetapi akhirnya pada
November 1840, bersama-sama mereka
menumpas para pemberontak itu hingga
akhirnya Lapatao terusir. Sebagai
penggantinya diangkat La Rumpang
sebagai Raja Tanette, ayah dari Lacombong.
Pada tanggal 17 Juli 1841 diadakan
pembaruan perjanjian dengan Pemerintah
Belanda di Makassar.
Dalam perjanjian itu, wilayah
kekuasaan tidak diperluas lagi. Prinsip
politik pada waktu itu didasarkan pada
kepentingan utama Belanda, yaitu
menduduki Makassar untuk melindungi
monopoli perdagangannya di Kepulauan
Maluku. Politik tersebut terus dipertahankan
Belanda sampai tahun 1845. Berbagai
perubahan pada perjanjian Bongaya, tahun
1824 dilakukan. Perubahan itu di antaranya
adalah bahwa perdagangan monopoli di
Makassar dihapus karena Kompeni Belanda
sudah tidak berkentingan lagi pada
monopoli perdagangan di Maluku. Dalam
perjanjian itu Pemerintah Belanda hanya
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menuntut pengakuan kedaulatan atas
kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Sejak tahun
1845, Pemerintah Belanda mulai tidak ikut
campur tangan dengan urusan dalam negeri
kerajaan-kerajaan di Sulawesi, terutama
kalau terjadi persengketaan atau perang
antarkerajaan.
Hubungan antara Kerajaan Bone dan
Pemerintah Belanda tidak menentu sampai
tahun 1838. Pada masa Raja Bone yang
bernama Mahorain Idien Aru Panjili,
keadaan politik tidak menentu. Keadaan itu
menuntutnya untuk mengadakannya
perdamaian dengan Pemerintah Belanda
dan ikut serta dalam perjanjian Bongaya,
tahun 1824. Peristiwa itu menyebabkan
perpecahan besar di kalangan bangsawan
Bone sehingga terbentuk dua kelompok yang
saling bertentangan, yakni kelompok
Lapamagara dan Aru Siri. Kelompok Aru
Siri berdamai dengan Belanda, sedangkan
kelompok Lapamagara menentangnya.
Pertentangan ini menyebabkan perang
saudara. Akan tetapi, setelah 1843 suasana
pulih kembali. Pada 29 Oktober 1845 Aru
Panjili, Raja Bone, meninggal. Karena tidak
meninggalkan anak laki-laki, Ahmad Saleh
Aru Pugi dan istrinya diangkat menjadi
pengganti raja. Meskipun tidak
bermusuhan, hubungan antara Kerajaan
Bone dan Pemerintah Belanda tidak sebaik
zaman Aru Panjili karena Raja Bone yang
baru ini dahulu termasuk kelompok
penentang.
3.2 Surat Raja Tanette sebagai Manuskrip
Kuno
Tanette sebagai salah sebuah kerajaan
kecil di Sulawesi Selatan ini mempunyai
peninggalan empat surat raja beriluminasi.
Keempat surat ini dilihat dari formatnya
mempunyai tujuh bagian seperti yang
diuraikan Gallop (2004), yakni (1) iluminasi,
(2) cap, (3) kepala surat, (4) puji-pujian, (5)
isi surat, (6) bingkisan atau hadiah, (7)
penutup.
Surat-surat ini ditulis dalam bahasa
Melayu dengan aksara Jawi. Satu surat
ditulis oleh Gubernur Jenderal Pieter
Hendrik Merkus di Batavia kepada Sultan
Tanette tertanggal 5 Maret 1841. Surat  ini
berukuran 46,5 x 40 cm dengan kepala surat
bertuliskan Qawluhu al-haqq yang
ditempatkan di bagian atas surat dalam
sebuah belah ketupat emas. Iluminasi
berupa hiasan pada empat sisi. Pada bingkai
pertama hiasan berupa tebaran bunga emas
halus, sedangkan pada bingkai kedua pada
bagian atasnya diberi untaian bunga mawar
ungu dengan untaian daun hijau. Surat ini
menggunakan stempel lilin berwarna merah
dan di bawahnya terdapat tanda tangan
Gubernur Jenderal Merkus dalam aksara
Latin. Surat yang disimpan di Arsip
Nasional, Jakarta, ini isinya berupa
pemberitahuan kepada Raja Tanette bahwa
di Belanda telah terjadi serah terima
kekuasaan dari Raja Willem I kepada Raja
Willem II (Mu’jizah, 2009).
Tiga surat lainnya dikirim oleh Raja
Tanette, Sultan Abdulkadir Muhyiddin,
kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Tiga
surat raja ini bernomor Cod. Or.2240-II (6),
Cod. Or.2240-II (7),  dan Cod. Or.2240-II (8).
Surat-surat ini mempunyai format yang
hampir sama. Surat yang pertama tertanggal
31 Oktober tahun 1799, berukuran 40 x 33
cm, 21 baris. Kepala surat berupa kaligrafi
dengan tulisan Qawluhu al-haqq wa kalamuhu
as-sadiq. Iluminasi bergaya tebaran bunga
mawar emas pada seluruh halaman muka
surat yang tersusun rapi, terdiri atas tiga
belas baris dan setiap baris terdiri atas lima
bunga.
Surat kedua dikirim Sultan Abdulkadir
kepada Gubernur Jenderal di Batavia
tertanggal 22 September tahun 1800. Surat
berukuran 40 x 31,5 cm. Tulisan pada kepala
surat juga berupa kaligrafi hanya tulisan
kurang jelas. Iluminasi juga bergaya tebaran
bunga di seluruh halaman surat, hanya
bunga mawarnya lebih besar dengan warna
emas dan perak. Bunga itu disusun rapi baris
ke-1, 3 dan 5 masing-masing terdapat 3 tiga
tangkai bunga, sedangkan pada baris 2 dan
4 masing-masing 2 tangkai. Surat yang
ketiga juga dikirim oleh Sultan Abdulkadir
Muhyiddin kepada Gubernur Jenderal.
Iluminasi pada surat ini hampir sama
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dengan surat kedua, hanya warnanya tanpa
emas. Sayangnya warna pada bunga sudah
banyak yang hilang (mengelupas). Ukuran
surat 40 x 31,5 cm. Kepala surat juga
berbentuk kaligrafi yang bertuliskan
Qawluhu al-haqq wa kalamuhu as-sadiq. Surat
tertanggal 29 Agustus tahun 1802.
Ketiga surat ini mempunyai stempel
yang sama berupa pedang bermata dua
yang di dalamnya bertuliskan aksara Bugis,
ca’na arunge ri Tanette ri asenge Abedollo
Kadere Muheudini to mapesonongengri ri Alla
taala  sininagauna ‘Cap Raja Tanette bernama
Abedollo Kadere Muheudini yang
mempercayakan segala pekerjaannya
kepada Allah Ta’ala (Gallop 2002:3.521).
Dari keempat surat di atas yang menarik
adalah tiga surat yang dikirim Raja Tanette
kepada Gubernur Jenderal di Batavia sebab
isinya berkaitan dengan beberapa peristiwa
sejarah kelam masa lalu Tanette. Peristiwa
itu di antaranya konflik yang terjadi antara
Sultan Tanette dengan Raja Bone, hubungan
kekuasaan Tanette dengan pemerintah
Hindia-Belanda, dan masalah perbudakan.
3.3 Perbudakan dan Tokoh Penting
Dalam surat Raja Tanette disebutkan
nama beberapa tokoh, di antaranya Sultan
Abdulkadir Muhyiddin, Sultan Tanette yang
berkuasa pada tahun 1841, Gubernur
Jenderal di Batavia yang berkuasa pada
tahun 1799, 1800 dan 1802, Aru’ Pancana,
Gurnadur Jenderal Mister Pieter Merkus,
Enci Abdullah, dan Nakhoda Ali Abdillah.
Di antara tokoh-tokoh itu dua yang
terakhir belum dapat diidentifikasi. Tokoh
lainnya dapat dikenali meskipun datanya
belum lengkap. Sultan Abdulkadir
Muhyiddin sebagai penulis surat ini disebut
dalam tiga surat. Tidak banyak informasi
yang diperoleh tentang sultan ini. Sultan
Abdulkadir Muhyiddin ini dalam bahasa
Bugis ditulis dengan Abedollo Kadere
Muheudini. Ia berkuasa di Tanette pada
tahun 1768—1807. Setelah wafat, ia diberi
nama MatinroE-ri-Dusang.
Tokoh yang kedua adalah Sultan
Tanette yang berkuasa pada tahun 1841,
seperti yang tertera dalam surat AN.70. Sul-
tan itu adalah  La Rumpang. Dalam
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie (1921)
La Rumpang menggantikan Raja Lapatao,
Datu Mario-wi-wawo, yang digulingkan
oleh Belanda. Raja La Rumpang memerintah
dengan damai dan sentosa sampai wafatnya
tahun 1855. Nama lengkapnya Datu Mario
La Rumpang La Combong (MatinroE-ri-
Mutiara).
Gubernur Jenderal di Batavia yang
berkuasa pada tahun 1799, 1800 dan 1801
yang tidak disebutkan namanya dalam surat
itu adalah Pieter Gerardus van Overstraten
yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia-
Belanda yang ke-33. Ia menjabat sebagai
gubernur antara tahun 1796—1801. Pria ini
lahir di Bergen, Belanda, pada 19 Februari
1755 sebagai anak seorang walikota. Ia
kuliah di jurusan ilmu hukum di Leiden dan
setelah promosinya ia berlayar ke Batavia
dan tiba pada tahun 1781. Pada saat ia
memerintah, Batavia diserang oleh tentara
Inggris pada akhir tahun 1800. Gubernur ini
meninggal di Batavia pada 22 Agustus 1801,
pada usia 46 tahun.
Gubernur Hindia-Belanda yang
berkuasa pada tahun berikutnya, 1802,
adalah Johannes Siberg. Tokoh ini menjadi
Gubernur Jenderal Hindia-Belanda ke-34
yang memerintah antara tahun 1801—1804.
Ia lahir di Rotterdam pada 14 Oktober 1740,
tiba di Batavia tahun 1758 dan menjadi
pegawai rendahan VOC, tetapi ia
memperoleh promosi ke jabatan Komandur
pantai barat Sumatra setelah kawin dengan
putri Gubernur Jenderal Alting. Ia meninggal
di Molenvliet (kini Jalan Gadjahmada,
Jakarta) pada 18 Juni 1817, pada usia 76
tahun. Gubernur Jenderal lainnya yang
tercatat dalam surat Tanette adalah Mister
Pieter Merkus. Tokoh ini Gubernur Hindia-
Belanda yang ke-47. Ia dilahirkan di
Naarden, Belanda, pada tanggal 18 Maret
1787, dan meninggal di Surabaya pada 2
Agustus 1844 saat usianya 57 tahun. Ia
memerintah antara tahun 1841—1844
(Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, 1921).
Selain tokoh-tokoh penting, dalam surat
itu terdapat juga catatan peristiwa
68
METASASTRA , Vol. 7 No. 1, Juni 2014: 63—72
bersejarah. Beberapa catatan penting itu
terdapat dalam surat Cod. Or.2240-II yang
ditulis oleh Sultan Abdulkadir. Dalam surat
itu Sultan menyatakan bahwa ia telah
menerima surat dari Gubernur Jenderal
Belanda di Makassar pada 11 November
1797. Surat ini juga menyebutkan banyak
bingkisan berharga yang diberikan kepada
Sultan Tanette, di antaranya dua helai kain
dan sepuluh pond rempah-rempah yang
telah diterima dengan baik. Catatan penting
lainnya adalah peristiwa perdamaian
antara Tanette dan Bone. Atas perdamaian
itu, Sultan berterima kasih kepada Gubernur
Jenderal di Makassar. Menurut Sejarah
Kerajaan Tanete (2002:116) penyerangan
Tanette ke Bone ini disebabkan oleh
perlakuan  saudara Raja Bone yang bernama
Datu’e Ribotto yang melarikan istri Petta
Tolao’e Risigeri yang bernama Petta Italaga’e
dari Tanette.
Di samping catatan itu, peristiwa
penting lainnya adalah pemberitahuan Sul-
tan bahwa Aru’ Pancana yang diangkat di
Sigiri oleh Kompeni (Belanda) telah wafat
pada 13 September 1799. Untuk itu, ia
memohon agar kekuasaannya diberikan
kepadanya sebagai adik Aru’ Pancana.
Tokoh Aru’ Pancana dalam surat ini
tampaknya dapat diidentifikasi sebagai
Arung Pancana, yakni tokoh yang
berperang dengan Raja Bone pada tahun
1799. Ia menetap di Sigeri kemudian rakyat
Sigeri mengakui Arung Pancana sebagai
raja mereka (Farid, 2007).
Catatan yang tidak kalah menarik dari
surat-surat Sultan Tanette ini adalah
masalah perbudakan. Sultan Abdulkadir
Muhyiddin memberikan bingkisan berupa
budak sebagai hadiah. Sebagaimana
lazimnya dalam persuratan Melayu,
biasanya si pengirim surat akan memberikan
bingkisan atau hadiah yang dinyatakan
dalam surat. Bingkisan yang biasa diberikan
biasanya benda-benda berharga yang
mereka miliki. Namun, uniknya dalam surat
Sultan Abdulkadir Muhyiddin ini yang
dijadikan bingkisan kepada Gubernur
Jenderal di Batavia adalah budak.
Syahdan suatu pun tiada tunduk bur¥an
al-¥ay±t daripada akhir satarnya ini
hanya dua orang budak laki-laki kepada
Paduka Tuan Heer Gurnadur Jenderal di
dalam tangan Nakhoda Encik Abdul
Rahman maka jangan kiranya diaibkan
karena seupama rumput sehelai jua yang
kering di tengah padang adanya. Intah±
al-kal±m bi al-khair ajma‘³n.
Dalam dua surat lainnya Cod. Or.2240-
II (7) dan Cod. Or.2240-II (8), Sultan
Abdulkadir juga memberikan bingkisan
yang sama berupa budak. Pada surat yang
pertama ia memberikan hadiah dua budak
laki-laki, sedangkan pada surat kedua, ia
memberikan empat budak kanak-kanak.
Dengan begitu, dari tiga surat, Sultan
memberikan sejumlah delapan budak laki-
laki kepada Gubernur Jenderal di Batavia.
Di samping budak yang diberikan
sebagai bingkisan atau hadiah, dalam dua
surat Sultan, yakni Cod. Or.2240-II (6) dan
Cod. Or.2240-II (7) juga disampaikan
masalah budak yang lain. Budak di sini
dipakai sebagai alat pembayar hutang
kepada Gubernur Jenderal di Batavia.
Dalam surat yang pertama Sultan minta
maaf kepada Gubernur Jenderal sebab Enci
Abdullah belum menggenapi dua ratus
budak tahun ini untuk dikirim ke Batavia.
Seperkara lagi kami bermaklumkan akan
hal Enci Abdullah ini hendaklah kiranya
Paduka Tuan Heer Gurnadur Jenderal
dan segala Raden van Nederlan India
akan mengampuni dia sebab ia belum
boleh menggenapi dua ratus budak
Kompeni di dalam tahun ini sebab karena
kami juga menolong dia maka kebetulan
kami ini beroleh kesusahan yang amat
besar daripada sebab kematian paduka
kakanda ini, akan tetapi kami harap akan
hamba m-w Enci Abdullah itu seboleh-
boleh ia kelak memenuhi perkataan yang
telah sudah dijanjikan darinya kepada
Kompeni itu adanya.
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Pada surat yang kedua, Sultan juga
menjelaskan Ali Abdillah kesusahan
mengumpulkan budak yang jumlahnya
seperahu untuk dikirim kepada Gubernur
Jenderal di Betawi sebagai pembayar hutang.
Seperkara lagi kami memberi maklum
daripada perihal kesusahan Ali Abdillah.
Adapun daripada budak Kompeni
dengan beberapa boleh kami menolong
dia serta kami berpesan kepadanya,
jikalau ada sudah berhimpun kira-kira
patut seperahu membawa hendaklah
segera suruh hantarkan ke Betawi supaya
lekas terbayar hutang kepada Kompeni
adanya.
Budak yang disebutkan dalam tiga surat
di atas menarik. Apakah budak yang
diberikan sebagai bingkisan sama posisinya
dengan budak yang jumlahnya dua ratus
dan seperahu yang diminta Gubernur
Jenderal sebagai ganti pembayaran hutang
tersebut.
Dalam konsep Melayu, seperti yang
tertera dalam Kamus Dewan (1991) budak
bermakna anak, kanak-kanak, hamba
sahaya, penolong rumah tangga, abdi,
jongos. Makna yang hampir sama juga
terdapat dalam  Kamus Besar Bahasa Indone-
sia (2008), yakni hamba, jongos, atau orang
gajian. Perbudakan merupakan sistem
segolongan manusia yang dirampas
kebebasan hidupnya untuk bekerja guna
kepentingan golongan manusia lain. Dalam
sosial kemasyarakatan Melayu, budak
berada dalam stratifikasi terendah, di bawah
rakyat jelata yang tinggal di pedesaan.
Belanda, yang pada waktu itu menjadi
pedagang budak terbesar di dunia, secara
resmi menghapus perbudakan di seluruh
koloni di daerah itu pada 1 Juli 1863.
Meskipun begitu, menurut sejarawan Lizzy
van Leeuwen penghapusan perbudakan di
Oost Indie atau Indonesia, secara resmi
berakhir hanya 100 tahun saat Belanda
menerapkan penghapusan praktik
perbudakan di pulau Sumbawa. Pada
dasarnya sejarah perbudakan di timur yang
dipraktikkan oleh Belanda tidak hanya
terjadi di Indonesia, tetapi juga di kawasan
Asia Tenggara.
Jan Pieterszoon Coen yang menguasai
perkebunan pala di Pulau Banda juga ia
mempraktikkan perbudakan dengan
membeli budak dari pulau itu. Menurut van
Leeuw, masa ini merupakan awal mulainya
praktik perdagangan budak di Indonesia.
Perbudakan pada masa itu telah menjadi
bagian dari sistem sosial di berbagai daerah
di Indonesia, seperti di Sumbawa, Bali, dan
Toraja. Kebanyakan budak digunakan
untuk keperluan rumah tangga. Namun,
kadang terjadi sesuatu yang mengerikan,
yakni saat budak di rumah tangga itu akan
dihukum sangat berat. Bahkan peristiwa ini
masih terus terjadi sampai abad ke-20 di
beberapa rumah tangga di tanah Hindia.
Fakta yang menyedihkan hingga saat ini
adalah praktik perbudakan yang masih
terjadi di dunia, misalnya, anak-anak yang
dipaksa bekerja dalam kondisi yang
mengerikan, wanita yang diperdagangkan
sebagai budak seks, dan nasib buruh
perempuan Indonesia yang diperlakukan
kejam di negara lain.
Pada masa lalu, terutama pada abad ke-
18—19, perbudakan terdapat di beberapa
tempat yang bahkan menjadi pasar jual beli
budak, seperti Cailon dan Malaka. Menurut
Thosibo (2002) sistem perbudakan di tanah
Melayu, termasuk Jawa berbeda dengan
sistem perbudakan yang ada di Eropa
maupun India yang cenderung dipaksakan
dan menjadi komoditas perdagangan.
Budak-budak yang berada di Jawa lebih
ditujukan untuk menjaga kekayaan
majikannya. Mereka umumnya
dipekerjakan sebagai pembantu rumah
tangga yang bertugas mengerjakan
pekerjaan rumah tangga. Ada pula
beberapa majikan yang mengajari budaknya
menjahit, membuat kerajinan tangan, atau
berdagang sehingga mereka dapat menjual
hasil karyanya. Bahkan, ada sebagian
majikan yang mempercayakan pengolahan
tanah pada budak atau menyewakannya.
Mayoritas budak bekerja sebagai pembantu
rumah tangga di dalam rumah para pejabat
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kolonial, pegawai swasta, dan orang-orang
Asia yang berada di bawah kewenangan
Belanda. Mereka melayani majikannya
sebagai pelayan atau pembantu rumah
tangga, gundik, penjahit, musisi, masinis,
dan pengawal. Mereka juga menjadi buruh
kasar sebagai kuli di berbagai pembangunan,
seperti pembangunan benteng, jalan,
bangunan, bendungan, dan parit. Bahkan
mereka dipakai sebagai kuli angkut barang
dan bongkar muat di pelabuhan dan
gudang.
Pada dasarnya perbudakan yang
dipraktikkan di seluruh Asia Tenggara pada
abad ke-18 dibagi ke dalam empat kategori,
yakni budak turun-temurun, bukan turun-
temurun, budak sementara, dan budak
permanen. Budak turun-temurun tidak
dapat ditebus biasanya diturunkan dari
tawanan perang, penjahat, pengkhianat,
atau hasil dari penyerangan ke daerah
dataran tinggi. Perbudakan yang
dikarenakan hutang jauh lebih umum di
Asia Tenggara pada akhir abad ke-18 karena
ekonomi pedesaan yang sangat lemah
(Steinberg, 1987)
Masalah perbudakan ini makin lama
makin berkurang karena pada 7 Mei 1859
dibuat undang-undang tentang
penghapusan perbudakan di seluruh
Nederland India. Dengan undang-undang
ini, secara resmi perbudakan dihapuskan di
seluruh Hindia-Belanda sejak 1 Januari 1860.
Akan tetapi, meski telah dibuat undang-
undang, pengecualian diberlakukan untuk
Sulawesi Selatan. Kemudian pada 1863
Belanda memperlihatkan kesungguhan
dalam usaha menekan perbudakan di
Makassar (Thosibo, 2002).
4. Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan
beberapa hal penting. Pertama, surat
beriluminasi Raja Tanette merupakan surat
penting. Bentuk surat ini menarik karena
ukurannya besar berukuran 46,5 x 40 cm
dan format suratnya mempunyai unsur (1)
iluminasi, (2) cap, (3) kepala surat, (4) puji-
pujian, (5) isi surat, (6) bingkisan atau
hadiah, (7) penutup surat. Surat ditulis
dengan aksara Jawi berbahasa Melayu. Surat
ini menggunakan iluminasi berupa hiasan
pada empat sisi dan hiasan berupa tebaran
bunga emas. Surat ini menggunakan stempel
lilin berwarna merah dan di bawahnya
terdapat tanda tangan Gubernur Jenderal
Merkus.
Tanette sebagai sebuah kerajaan kecil di
Sulawesi Selatan mempunyai peran penting
pada zamannya. Kerajaan itu ikut serta
dalam kancah politik kekuasaan di
daerahnya sesuai dengan peranannya pada
masa itu di antara kerajaan-kerajaan besar
lainnya. Hal itu dibuktikan dalam catatan
sejarah yang terdapat dalam empat surat
Sultan Tanette.
Di dalam surat itu terdapat catatan-
catatan penting di antaranya peran
beberapa tokoh sejarah yang ikut ambil
bagian dalam peristiwa sejarah Tanetta.
Namun, sayangnya belum semua tokoh
dapat diidentifikasi sehingga masih banyak
sisi yang perlu diungkap. Peristiwa yang
tidak kalah menarik dari surat ini adalah
adanya keterangan tentang perbudakan,
baik budak yang diberikan sebagai hadiah
maupun budak yang dipakai sebagai
pembayar utang. Data tentang perbudakan
ini dapat menambah kelengkapan sumber
primer yang selama ini sulit diperoleh.
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